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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
NOMOR 900 /00S JDis Pora/1/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN

ANGGARAN 2024
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab Kedua tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab Kesatu tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera
Utara yang tertib dan efektif serta taat pada asas sesuai ketentuan
perundang-undangan,

b. bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis - Kegiatan (PPTK)
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kompetensi jabatan, kemampuan
manajerial, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi atau rentang
kendali serta pertimbangan objektif lainnya dan melaksanakan satu
atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
Provinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Provinsi Aceh dan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Provinsi;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

4, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5069);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

o

—
.

Mengingat :

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

B

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban  Keuangan Daerah dalam  Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 799);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2004,
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 2 Seri E Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor.51 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024,

18.Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
900.1.7.1/1442 Tahun 2023 tanggal 06 Nopember 2023 tentang
Pedoman Pengusulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menghunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Nama, NIP, Pangkat/Gol.
dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan
ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran
2024 pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

da

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada
diktum Pertama mempunyai tugas mencakup :

a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
Kegiatan/sub kegiatan SKPD;

b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan

c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/Sub
kegiatan SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA : PPTK dimaksud di atas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada pengguna anggaran/pengguna barang dan/atau kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kepemudaan
dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan
31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya. .

Ditetapkandi :Medan
pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN KEOLAHRAGAAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

H. BAHARUD ‘SIAGIAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA/IV.d ™~
NIP. 196606161988101001

Tembusan disampaikan kepada:

. Yth. Pj. Gubernur Sumatera Utara;

. Inspektur Provsu di Medan;

. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;

. Kepala Biro Pembangunan Setdaprovsu di Medan;

. Pertinggal.
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